PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2010

TENTANG
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Reklamasi dan Pascatambang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG REKLAMASI DAN
PASCATAMBANG.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral,
Pertambangan Batubara, Usaha Pertambangan, Izin Usaha
Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, Izin Usaha
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Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP
Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang
selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, Izin Usaha
Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut
IUPK Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi
Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi,
Eksplorasi, Studi Kelayakan, Operasi Produksi, Penambangan,
Pengolahan dan Pemurnian, Reklamasi, Kegiatan
Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang,
adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB 11
PRINSIP REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 2

(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib
melaksanakan reklamasi.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

(3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.

(4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan
pertambangan dengan sistem dan metode:

a. penambangan terbuka; dan
b. penambangan bawah tanah.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan
IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:

a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
pertambangan; dan

b. keselamatan dan kesehatan kerja.


http://www.djpp.depkumham.go.id

(2)

(3)

-3-

Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib
memenuhi prinsip:

a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
pertambangan;

b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan

c. konservasi mineral dan batubara.

Pasal 4

Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:

a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah,
air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku
mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;

c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan
batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan
struktur buatan lainnya;

d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan
peruntukannya,;

e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat;
dan

f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf

b, meliputi:

a. perlindungan keselamatan terhadap setiap
pekerja/buruh; dan

b. perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat
kerja.

Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf ¢, meliputi:

a. penambangan yang optimum;

b. penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan
pemurnian yang efektif dan efisien;
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c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal,
mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara
kualitas rendah; dan

d. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan
batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan
dan pemurnian.

(4) Dalam hal mineral ikutan dari sisa penambangan,

pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ mengandung
radioaktif, wajib melakukan analisis keselamatan radiasi
untuk tenorm dan melaksanakan intervensi terhadap
paparan radiasi yang berasal dari tenorm sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB I

TATA LAKSANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum
melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana
reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Pasal 6

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah
menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan
permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana
pascatambang kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan
pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi.
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Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen
lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan:

a. prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi
kelayakan;

c. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan

d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rencana Reklamasi

Pasal 7

Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun.

Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun,
rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun sesuai dengan umur tambang.

Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit memuat:

a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
b. rencana pembukaan lahan;

c. program reklamasi terhadap Ilahan terganggu yang
meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas
tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;

d. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan
penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan
penyelesaian akhir; dan

e. rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan
biaya tidak langsung.
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